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PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan analisis terhadap data yang berhasil dikumpulkan dalam
penelitian ini, maka diambil kesimpulan bahwa : Mediasi penal dalam
penyelesaian perkara pencurian ringan berdasarkan Surat Kapolri
No.Pol/B/3022/XX1/2009/SDEOPS tentang penanganan kasus melalui ADR
dijadikan alternatif penyelesaian perkara atas dasar diskresi oleh penyidik
Polri. Mediasi penal yang dimaksud dilakukan dengan cara memfasilitasi para
pihak (korban dan pelaku tindak pidana) untuk melakukan dialog guna
mencapai kesepakatan bersama baik didalam maupun lingkungan penyidikadin
oleh polisi selaku penyidik. Kesepakatan antar para pihak kemudian disusun
tertulis dalam bentuk surat pernyataan bersama untuk tidak saling menuntut.
Surat itulah yang kemudian menjadi dasar bagi penyidik untuk menghentikan
penyidikan, sehingga perkara tersebut tidak perlu diselesaikan melalui jalur

pengadilan.

Pada umumnya penyelesaian perkara pidana melalui mediasi penal,
khususnya dalam perkara tindak pidana pencurian ringan hingga saat ini belum
memiliki payung hukum berupa peraturan perundang-undangan. Sebagai aparat
penegak hukum yang berperan paling awal dalam sistem peradilan pidana

terpadu di Indonesia, sambil menunggu payung hukum yang jelas maka Polri
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melalui Surat Kapolri No.Pol/B/3022/XX1/2009/SDEOPS tentang penanganan
kasus melalui ADR memberikan arahan (petunjuk) kepada penyidik Polri
dalam upaya penyelesaian perkara pidana pencurian ringan pada khususnya
melalui mediasi penal. Petunjuk (arahan) yang diberikan ditindaklanjuti dengan
adanya surat telegram No.STR/583/VI111/2012 tertanggal 8 Agustus 2012 dari
Kabareskrim Polri kepada para Kapolda yang pada pokoknya memberikan
rambu-rambu hukum kepada para penyidik dalam proses penanganan perkara

berdasarkan konsep restorative justice.

. Saran

Berdasarkan kesimpulan diatas , diajukan saran sebagai berikut bahwa :
Mediasi penal dalam penyelesaian perkara pidana, khususnya pencurian ringan
belum memiliki payung hukum maka dari itu hendaknya pemerintah melalui
lembaga legislatif sesegera mungkin membentuk payung hukum mengenai
mediasi penal. Pembentukan payung hukum tersebut dimaksudkan agar
mediasi penal seyogyanya dapat dijadikan alternatif penyelesaian perkara
pidana khususnya pencurian ringan yang memiliki landasan hukum, sehingga
pelaksanaannya lebih terarah, sistematis, sesuai dengan fungsi dan asas-asas

penegakan hukum.
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